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ABSTRACT 

The Nine-Year Compulsory Education Policy in Indonesia aims to enhance access to and quality of basic education 

for all school-aged children. This study aims to analyze the perceptions of teachers and parents regarding this policy 

and to identify the factors influencing their views. The research methodology employed includes both quantitative and 

qualitative approaches. Data were collected through questionnaires and in-depth interviews with teachers and parents 

in several regions of Indonesia. The analysis techniques used include frequency distribution, percentages and averages 

to describe teachers' and parents' perceptions of the 9 Year Compulsory Education policy. The results indicate that 

the majority of teachers and parents support this policy, despite some challenges in its implementation. Factors such 

as economic conditions, accessibility to education, and the quality of educational facilities influence their perceptions. 

The recommendations from this study include increased policy socialization, provision of adequate educational 

facilities, and enhancement of teacher competencies. 
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ABSTRAK 

Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar bagi 

seluruh anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi guru dan orang tua terhadap kebijakan 

tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka. Metode penelitian yang 

digunakan adalah survei dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan 

wawancara mendalam dengan guru dan orang tua di beberapa daerah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan 

meliputi distribusi frekuensi, persentase, dan rata-rata untuk menggambarkan persepsi guru dan orang tua terhadap 

kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan orang tua mendukung 

kebijakan ini, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, 

aksesibilitas pendidikan, dan kualitas sarana-prasarana pendidikan turut mempengaruhi persepsi mereka. Rekomendasi 

dari penelitian ini adalah peningkatan sosialisasi kebijakan, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, dan 

peningkatan kompetensi guru. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sebuah negara (Sanga & Wangdra, 

2023). Di Indonesia, pendidikan telah menjadi fokus penting sejak era kemerdekaan, dengan berbagai 

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan (Wahyudi & Lutfi, 2019). Salah 

satu kebijakan signifikan yang telah diterapkan adalah kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Kebijakan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar yang layak selama 

sembilan tahun, mencakup enam tahun di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di tingkat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) (Kosasih, 2019). 
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Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun pertama kali dicanangkan pada tahun 1994 oleh pemerintah Indonesia 

sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Program 

ini berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian 

diperkuat oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program ini juga 

sejalan dengan tujuan global yang diusung oleh UNESCO dalam Education for All (EFA) dan Sustainable 

Development Goals (SDGs), yang menekankan pentingnya pendidikan dasar yang inklusif dan berkualitas 

untuk semua anak (Rosyulianty et al., 2018). 

Meskipun kebijakan ini telah berjalan lebih dari dua dekade, berbagai tantangan masih menghambat 

pelaksanaannya. Tantangan-tantangan ini meliputi faktor ekonomi, geografis, sosial, dan kualitas pendidikan 

itu sendiri (Sari & Khoiri, 2023). Di banyak daerah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, akses terhadap 

fasilitas pendidikan yang memadai masih menjadi masalah utama. Jarak yang jauh ke sekolah, kurangnya 

sarana transportasi, dan kondisi infrastruktur yang buruk seringkali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk 

mengenyam pendidikan. 

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Banyak keluarga di Indonesia yang masih 

hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga anak-anak mereka seringkali harus bekerja untuk membantu 

perekonomian keluarga, mengorbankan pendidikan mereka (Nihayah, 2016). Menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS), pada tahun 2024, sekitar 9,78 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah garis 

kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini tentunya mempengaruhi kemampuan keluarga dalam 

mendukung pendidikan anak-anak mereka. 

Dari sisi kualitas pendidikan, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun angka 

partisipasi sekolah dasar dan menengah pertama telah meningkat, kualitas pendidikan yang diterima siswa 

masih perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup kualitas guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendidikan. 

Menurut laporan World Bank (2020), kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu banyak perbaikan untuk 

mencapai standar internasional. 

Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia telah menjadi upaya penting pemerintah untuk 

memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan dasar yang layak (Sari & Khoiri, 2023). Kebijakan ini 

bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah, yang selama 

ini menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia (Tambunan et al., 2020). Berdasarkan data dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat sekolah dasar mencapai 

94,72% pada tahun 2024, namun angka tersebut menurun drastis menjadi 76,8% pada tingkat SMP di beberapa 

daerah terpencil dan pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam 

akses pendidikan yang perlu segera diatasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis persepsi guru dan orang tua terhadap 

kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia. Guru dan orang tua merupakan dua pemangku kepentingan 

utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Persepsi mereka sangat penting karena dapat mempengaruhi 

keberhasilan kebijakan tersebut. Guru, sebagai pelaksana utama di lapangan, memiliki pandangan dan 

pengalaman langsung mengenai pelaksanaan kebijakan ini. Sementara itu, orang tua, sebagai pihak yang 

mendukung anak-anak mereka dalam proses pendidikan, juga memiliki pandangan yang signifikan terkait 

kebijakan ini. 

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami persepsi para pemangku kepentingan 

utama yakni guru dan orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Persepsi ini sangat penting karena 

guru merupakan pelaksana kebijakan di lapangan, sedangkan orang tua adalah pihak yang secara langsung 

mendukung dan mengarahkan anak-anak mereka dalam memperoleh pendidikan. Dengan memahami 

bagaimana kedua kelompok ini memandang kebijakan tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan 

lainnya dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan mengidentifikasi area yang memerlukan 

perbaikan. Selain itu, penelitian ini juga mendesak karena adanya indikasi bahwa tantangan-tantangan 

struktural seperti kualitas sarana-prasarana, kondisi ekonomi, dan aksesibilitas pendidikan dapat memengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan ini. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data 

mengenai persepsi guru dan orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia (Sugiyono, 

2018). Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 100 guru dan 100 orang tua 
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yang dipilih secara acak di daerah Yogyakarta. Pemilihan responden dilakukan secara proporsional 

berdasarkan tingkat keterwakilan masing-masing wilayah. 

Kuesioner dirancang dengan mempertimbangkan beberapa indikator utama, yaitu aksesibilitas 

pendidikan, kualitas sarana-prasarana, dukungan pemerintah, serta kondisi ekonomi keluarga. Indikator-

indikator ini dipilih dengan mengacu pada teori input-output pendidikan oleh Coleman (Coleman, 1966), yang 

menyatakan bahwa input seperti kondisi ekonomi, akses terhadap fasilitas pendidikan, dan kualitas sarana-

prasarana memiliki dampak langsung terhadap output pendidikan, seperti prestasi siswa dan angka partisipasi 

sekolah. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka yang jelas untuk menganalisis bagaimana berbagai 

input pendidikan dapat memengaruhi hasil pendidikan serta menekankan pentingnya konteks sosial dan 

ekonomi dalam memahami keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan pendidikan. 

Prosedur pengumpulan data dilakukan selama dua bulan, dimulai dari bulan Mei hingga Juli 2024. Data 

yang diperoleh dari hasil survei ini kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang 

digunakan meliputi distribusi frekuensi, persentase, dan rata-rata untuk menggambarkan persepsi guru dan 

orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun (Melyza & Aguss, 2021). Analisis ini memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai tren dan pola persepsi dari responden, serta memungkinkan 

identifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persepsi Guru Terhadap Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun 

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas guru (85%) memiliki persepsi positif terhadap kebijakan 

Wajib Belajar 9 Tahun. Mereka percaya bahwa kebijakan ini penting untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Guru-guru yang disurvei menyatakan bahwa kebijakan ini telah berhasil 

meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah di daerah mereka. Untuk lebih 

jelas, hasil survei dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1. Hasil Survei Persepsi Guru Terhadap Kebijakan 

Kategori Persepsi Jumlah Guru Persentase (%) 

Sangat Positif 25 25% 

Positif 60 60% 

Netral 10 10% 

Negatif 5 5% 

Sangat Negatif 0 0% 

Total 100 100% 

Beberapa guru mengungkapkan bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan bagi semua anak, tanpa 

memandang latar belakang ekonomi, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Selain itu, guru-guru 

juga menyatakan bahwa adanya kebijakan ini memotivasi mereka untuk lebih meningkatkan kualitas 

pengajaran, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung tujuan nasional dalam 

pendidikan. 

Namun, ada juga tantangan yang dihadapi oleh para guru. Sekitar 40% guru menyebutkan bahwa mereka 

sering menghadapi masalah dengan jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas. Overcrowded 

classrooms menjadi salah satu masalah utama, terutama di sekolah-sekolah di daerah perkotaan. Hal ini 

menghambat efektivitas proses belajar-mengajar dan membuat guru kesulitan untuk memberikan perhatian 

yang cukup kepada setiap siswa. 

Guru-guru di daerah pedesaan dan terpencil menghadapi tantangan yang berbeda. Mereka seringkali 

harus bekerja dengan fasilitas yang sangat terbatas. Beberapa sekolah di daerah terpencil bahkan tidak 

memiliki akses listrik dan internet yang memadai, sehingga sulit untuk menerapkan metode pengajaran yang 

lebih modern dan interaktif. Selain itu, kondisi geografis yang sulit juga membuat guru kesulitan untuk datang 

ke sekolah, terutama saat musim hujan. 

Persepsi positif guru terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun menunjukkan bahwa ada dukungan 

yang kuat dari para pelaksana pendidikan di lapangan. Dukungan ini penting karena guru merupakan aktor 

utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Yuliah dalam penelitiannya mengatakan bahwa 
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keberhasilan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktor-aktor di lapangan memahami dan 

mendukung kebijakan tersebut (Yuliah, 2020). 

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh para guru juga perlu mendapat perhatian serius. 

Overcrowded classrooms dapat menghambat efektivitas pengajaran dan belajar siswa. Menurut laporan 

UNESCO, rasio guru terhadap siswa yang ideal adalah sekitar 1:20 untuk tingkat SD dan 1:25 untuk tingkat 

SMP (UNESCO, 2019). Namun, di banyak sekolah di Indonesia, rasio ini jauh lebih tinggi. Laporan dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa di beberapa daerah, rasio guru-siswa dapat 

mencapai 1:40 atau lebih, yang menunjukkan adanya kekurangan guru di lapangan dan distribusi yang tidak 

merata (Kemdikbud, 2021). Penelitian oleh Prabowo & Aimah (Prabowo & Aimah, 2024) juga 

menggarisbawahi perlunya upaya untuk menambah jumlah guru dan memperbaiki distribusi mereka di seluruh 

wilayah Indonesia. Kondisi ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa kebijakan Wajib Belajar 

9 Tahun dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak yang maksimal bagi semua siswa di 

Indonesia. 

Selain itu, kondisi fasilitas pendidikan yang kurang memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, 

juga menjadi hambatan serius. Menurut laporan World Bank, kualitas fasilitas pendidikan memiliki dampak 

langsung terhadap kualitas pembelajaran yang diterima siswa (Triwijayanti et al., 2022). Pemerintah perlu 

melakukan investasi lebih besar dalam infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah yang selama ini 

kurang mendapat perhatian. 

Dukungan dan pelatihan bagi guru juga sangat penting. Menurut penelitian oleh Nabillah dan Abdi, 

kualitas guru merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi prestasi siswa (Nabillah & 

Abadi, 2020). Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru perlu ditingkatkan 

untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengajar 

dengan efektif.  

Persepsi Orang Tua Terhadap Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun 

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas orang tua (78%) memiliki persepsi positif terhadap 

kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Mereka merasa bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan bagi anak-

anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Orang tua dari daerah perkotaan lebih banyak 

yang mendukung kebijakan ini dibandingkan dengan orang tua dari daerah pedesaan dan terpencil. Untuk lebih 

jelas, hasil survei dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 2. Hasil Survei Persepsi Orang Tua Terhadap Kebijakan 

Kategori Persepsi Jumlah Orang Tua Persentase (%) 

Sangat Positif 20 20% 

Positif 58 58% 

Netral 12 12% 

Negatif 8 8% 

Sangat Negatif 2 2% 

Total 100 100% 

Orang tua di daerah perkotaan mengakui bahwa kebijakan ini membantu mereka untuk memastikan 

anak-anak mereka mendapatkan pendidikan dasar tanpa harus khawatir tentang biaya pendidikan yang tinggi. 

Mereka juga merasa bahwa pendidikan dasar yang baik dapat menjadi dasar yang kuat bagi anak-anak mereka 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mencapai cita-cita mereka. Hasil survei 

menunjukkan bahwa dari total 100 orang tua yang disurvei, 60% berasal dari daerah perkotaan dan 40% dari 

daerah pedesaan dan terpencil. 

Namun, orang tua di daerah pedesaan dan terpencil menghadapi tantangan yang lebih besar. banyak 

orang tua dari daerah pedesaan menyatakan bahwa mereka masih menghadapi kesulitan dalam mengakses 

pendidikan untuk anak-anak mereka. Jarak yang jauh ke sekolah dan kondisi jalan yang buruk seringkali 

menjadi hambatan utama. Selain itu, biaya pendidikan tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi juga 

menjadi beban bagi mereka. Data menunjukkan bahwa 40% dari total responden yang berasal dari daerah 

pedesaan mengalami kesulitan ini, dibandingkan dengan 20% orang tua dari daerah perkotaan yang 

melaporkan hal serupa. 
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Beberapa orang tua juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kualitas pendidikan yang 

diterima anak-anak mereka. Mereka merasa bahwa fasilitas dan kualitas guru di sekolah-sekolah pedesaan dan 

terpencil masih jauh dari memadai. Orang tua berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih dan 

meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut. 

Persepsi positif orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun mencerminkan harapan mereka 

untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Hal ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh 

Setiawati dan Sudira, yang menyatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka 

memiliki dampak positif terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa (Setiawati & Sudira, 2015). 

Namun, tantangan yang dihadapi oleh orang tua di daerah pedesaan dan terpencil menunjukkan adanya 

kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut laporan UNICEF, kesenjangan dalam 

akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah serius di banyak 

negara berkembang, termasuk Indonesia (Maula et al., 2023). Pemerintah perlu melakukan intervensi yang 

lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan ini. 

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan di 

daerah pedesaan dan terpencil. Penyediaan sarana transportasi yang memadai dan pembangunan jalan yang 

baik dapat membantu mengurangi hambatan akses ke sekolah. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan 

alokasi anggaran untuk pendidikan di daerah-daerah tersebut. 

Dukungan finansial bagi keluarga kurang mampu juga perlu ditingkatkan. Program beasiswa dan 

bantuan pendidikan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan tambahan bagi keluarga yang 

membutuhkan. Menurut laporan World Bank, program bantuan pendidikan yang tepat sasaran dapat secara 

signifikan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah (Rahmatin & Soejoto, 

2017). 

Peningkatan kualitas pendidikan juga perlu menjadi fokus utama. Investasi dalam pelatihan dan 

pengembangan profesional guru, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, sangat penting untuk 

memastikan bahwa semua anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Menurut penelitian oleh Hendrizal 

dkk, kualitas pendidikan yang baik memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat (Hendrizal et al., 2024). 

Faktor-faktor Yang Menentukan Persepsi 

Tabel 3. Hasil Survei Faktor yang Menentukan 

Faktor Jumlah Guru Jumlah Orang Tua Persentase (%) 

Kondisi Ekonomi 30 35 32,5% 

Aksesibilitas Pendidikan 40 50 45% 

Kualitas Sarana-Prasarana 20 10 15% 

Dukungan Pemerintah 10 5 7,5% 

Total 200 100% 

Hasil survei menunjukkan bahwa ada beberapa faktor utama yang menentukan persepsi guru dan orang 

tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi, aksesibilitas 

pendidikan, dan kualitas sarana-prasarana pendidikan. Kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor yang 

sangat menentukan persepsi terhadap kebijakan ini. Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik 

cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Mereka merasa 

mampu mendukung pendidikan anak-anak mereka dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh 

kebijakan ini. Sebaliknya, keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang baik merasa kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, meskipun biaya sekolah sudah ditanggung oleh 

pemerintah. Biaya tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi masih menjadi beban yang signifikan bagi 

mereka. 

 Aksesibilitas pendidikan juga merupakan faktor yang sangat menentukan persepsi. Guru dan orang tua 

di daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih mudah terhadap fasilitas pendidikan dibandingkan 

dengan mereka yang berada di daerah pedesaan dan terpencil. Jarak yang jauh ke sekolah, kondisi jalan yang 

buruk, dan kurangnya sarana transportasi menjadi hambatan utama di daerah-daerah tersebut. Hal ini 

menyebabkan orang tua dan guru di daerah pedesaan dan terpencil memiliki persepsi yang lebih negatif 

terhadap kebijakan ini, karena mereka merasa kesulitan dalam mengakses dan memberikan pendidikan yang 
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layak bagi anak-anak mereka. Kualitas sarana-prasarana pendidikan juga menjadi faktor penting yang 

menentukan persepsi. Sekolah-sekolah dengan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang baik, 

perpustakaan, laboratorium, dan akses internet, cenderung mendapatkan persepsi yang lebih positif dari guru 

dan orang tua. Sebaliknya, sekolah-sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai mendapatkan persepsi yang 

lebih negatif. Guru dan orang tua merasa bahwa tanpa fasilitas yang memadai, sulit untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan oleh kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. 

Faktor ekonomi, aksesibilitas pendidikan, dan kualitas sarana-prasarana pendidikan merupakan faktor 

yang saling terkait dan bersama-sama menentukan persepsi terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. 

Menurut teori input-output dalam pendidikan oleh Coleman, input-input seperti kondisi ekonomi keluarga, 

akses terhadap fasilitas pendidikan, dan kualitas sarana-prasarana memiliki dampak langsung terhadap output 

pendidikan, seperti prestasi siswa dan angka partisipasi sekolah (Haq et al., 2023). 

Kondisi ekonomi keluarga menentukan kemampuan mereka untuk mendukung pendidikan anak-anak 

mereka. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik dapat menyediakan kebutuhan pendidikan tambahan 

seperti seragam, buku, dan transportasi, sementara keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang baik 

mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun pemerintah menyediakan berbagai program 

bantuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan, seperti beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, tantangan 

tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masih menjadi salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi akses pendidikan di Indonesia (Hakim, 2016). 

SIMPULAN 

Persepsi guru dan orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, aksesibilitas pendidikan, dan kualitas sarana-prasarana 

pendidikan. Untuk meningkatkan persepsi positif terhadap kebijakan ini, pemerintah perlu melakukan berbagai 

upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan meningkatkan bantuan ekonomi, memperbaiki 

infrastruktur dan transportasi, meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, serta mendorong partisipasi 

komunitas dan orang tua, diharapkan implementasi kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun dapat berjalan lebih 

efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anak di Indonesia. 
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